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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Desentralisasi merupakan wewenang pemerintahan yang diberikan pusat 

kepada Daerah (Bicu, 2013:120). Tujuan dari desentralisasi yaitu supaya 

pemerintah bisa semakin maju dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi 

kewajibannya dalam memberi pelayanannya terhaadap masyarakat. Bentuk 

desentralisasi yang lagi berlangsung di Indonesia yaitu 

pelimpahankkewenangannpemerintahhpusat kepada daerah atau daerah kepada 

desa. Kewenangannkepadaadesaaini telah disahkan karena diterbitkannya 

berbagaiiregulasi. Kebijakannpemerintah melimpahkan kewenanganokepada desa 

secara otonom yang bertujuan untuk menempatkan pondasi pembangunan yang 

dimulai dari tingkat desa. Hal tersebut terlihat nyata dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang 

mendelegasikan agar memperkuat daerah atau desa serta membangun Indonesia 

dari pinggiran. Situasi tersebut bertujuan agar menjawab persoalan kemiskinan 

dan kerentanan pengaruh dari kesenjangan pembangunan yang sudah pernah 

dilakukan.  

Saat ini desa di Indonesia berkedudukan menjadi pusat utama dalam 

pembangunan. Salahhsatuuupaya agar pembangunanndi sektor desa meningkat 

yaitu dengan memberikan danaadesa secara langsunggdari APBN untukddikelola 

secaraamandiri olehhmasyarakat desa agar semakin meningkat pembangunan 

serta taraffhidup masyarakat dari pinggiran atau desa-desa (Rezkiyanti, 2019). 
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Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hukum batas wilayah dan 

memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul 

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). 

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota serta berfungsi 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, 

pembinaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya dana desa 

sangat penting adanya untuk menunjang pemerataan pembangunan yang 

dilakukan pemerintah secara menyeluruh karena dana desa berfungsi yaitu untuk 

meningkatkan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan, 

memperkuat peran masyarakat desa selaku subjek dari pembangunan, 

pengurangan kesenjangan perekonomian antar desa serta mengaktifkan 

perekonomian desa. 

Faktaa dii lapangan menunjukkan bahwa selamaaini banyak 

pertangungjawabanndannpelaporan mengenai danaaDesa pada Pemerintah Desa 

belumssesuai dengannperaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentanggDesa. Dalam urusan pemerintahan masyarakattdesa tidak mau ikut 

campur terlaluujauh karena merekaatidak memahami dalamuurusan 

pemerintahannbahkan sengajaatidak mauaambil pusing. Untuk mendukung 

kemajuan desa yang lebih baik partisipasi masyarakat sangat diperlukan, sehingga 
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dibutuhkanaakuntabilitas pengelolaan.pelaporan danaadesa yang tepattdanaakurat 

dariiaparatur desa, sertaaharus menjalinkkomunikasi yanggbaik antaraaelemen 

yangbberkepentingan (masyarakat atau aparatur Desa). Fungsikkontrol inissangat 

berpengaruh karena untukmmelihat sejauhmanattransparansi pengelolaan 

keuangannpemerintah desa selamaasatuttahun berjalan. 

Dana Desa di Kabupaten Pati dipastikan meningkat cukup signifikan. Pada 

tahun 2020 anggaran Dana Desa menjadi Rp 430 miliar, berbeda dengan tahun 

sebelumnya yang berkisar Rp 417 miliar. Kenaikanddana desa akan digunakan 

untuk pembangunanninfrastruktur sehingga pembangunanddan pemberdayaan 

masyarakat perdesaan1akanssemakin meningkat. Perekonomianmmasyarakat 

diharapkannakan semakinmmembaik. Masyarakat akan semakin 

mudahmmengakses daerah yang semula tidakddidukung infrastruktur yang 

memadai. Pembangunan infrastruktur di pedesaanaakan semakinmmaju. 

Pembangunan tersebutmmeliputi betonisasi jalan dan pemberdayaanmmasyarakat, 

pembangunan poliklinikddesa (polindes), serta Badan Usaha Milik Desa. Semua 

itu dinilainya berpengaruhppositif terhadap pertumbuhan perekonomian warga 

yaitu desa yang maju, mandiri dan masyarakat yang sejahtera 

(radarkudus.jawapos.com). 
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Gambar 1. 1 

Grafik Dana Desa Kabupaten Pati Tahun 2016-2020 

 

 

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (Data Diolah) 2020 

Dari grafik diatas dapat dilihat dana desa di  Kabupaten Pati  mengalami 

peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Semakin banyak dana desa yang 

dialokasikan oleh pemerintah kepada desa, maka semakin besar terjadinya korupsi 

dana desa. Pada tahun 2018 kades Bulumanis Lor diduga melakukan korupsi dana 

desa. Anggaran yang diberikan sebesar 301 juta dan menghabiskan dana 125 juta, 

tetapi dalam LPJ hanya tertulis 1,15 juta yang seharusnya masih sisa 175 juta 

(www.murianews.com). Sedangkan Pada tahun 2019 kades kedumulyo 

melakukan penggelapan dana sehingga negara rugi hingga 107,4 juta. Untuk 

mengantisipasi agar penggelapan dana tidak terulang lagi, bupati pati 

menggembleng semua kades yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam hal pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa oleh perangkat desa. 

Selain itu, bupati pati juga menghimbau agar instansi seluruh jajaran pemkab pati 
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dapat mengurangi transaksi non tunai yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

persoalan hukum (Jateng.prov.go.id).  

Akuntabilitas menjadi indikator yang sangat penting yaitu untuk menilai 

keahlian suatu pemerintahan memperoleh keyakinan dari masyarakat serta 

menjadiisalah satupparameter dariitinggi atauurendahnya partisipasimmasyarakat. 

Selainnitu akuntabilitassmerupakan salahhsatu upayauuntuk mewujudkanggood 

governancekkhususnya pada instansippemerintah. Pengelolaan dana desa adalah 

suatu cara atau proses mengatur keuangan dana desa yang diberikan pemerintah 

dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan bersama (Masruhin dan Kaukab, 2019). 

Perwujudannakuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilakukanndengan 

menerapkanoprinsip-prinsipnya. Tujuan dariopenerapan prinsip-prinsipytersebut 

agarppemerintah dapat meningkatkankkinerja secaraeefektif danttransparan 

didukung dengannkomitmen yang kuatuuntuk melaksanakannya (Astuty, 2013).   

Faktor utama yang mendukung adanya akuntabilitasppengelolaan dana desa 

yaitu kompetensi aparatur pengelola dana desa. Kualitas darissumber 

dayammanusia (SDM) merupakannfaktor yang sangatmmenentukan 

keberhasilannsuatu organisasi atauulembagaapemerintahan, oleh karenaaitu 

kompetensiaaparatur desa sangat pentinggdikarenakan aparaturddesa yang akan 

mengelolaadana desa tersebut. Makaaha1 itu kompetensi perangkat desa juga 

menjadissangat dibutuhkan untuk mencapaiaakuntabilitas. Kepemimpinan 

yanggberjalan dalam organisasi menentukan sukses atau tidaknya organisasi (Eka 
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dkk, 2015).  Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) 

menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin kompeten aparatur desa 

dalam mengelola dana desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan 

semakin akuntabel. Hal iniksejalan dengan penelitiankyang dilakukan oleh Aulia 

(2018) bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif 

terhadaplakuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaanpdana 

desaaadalah partisipasimmasyarakat. Partisipasimmasyarakat yang tinggiddalam 

pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi 

partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. 

Semakinttinggi keterlibatannindividu tersebut makassemakin tinggippula 

rasartanggungjawab merekauuntuk melaksanakankkeputusan yang 

telahddihasilkan, danppembangunan akan menjadi semakinbbaik ke depannya. 

Partisipasimmasyarakat bisa meminimalisirrkemungkinan adanya 

penyimpanganaatasapengelolaan dana desa serta bisa mengurangi pemakaian dana 

yang tidakktepat sasaran. Penelitian yangkdilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas 

(2019) menunjukkanjbahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin banyak masyarakat yang terlibat 

dalam pengambilan keputusan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan 

semakin bagus. Hal ini sejalan dengan penelitiankyang dilakukan oleh Masruhin 

dan Kaukab (2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaanldana desa. 
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Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaanndanandesa 

adalah Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yaitu 

sistemyyang dirancang pemerintah agar setiap element yang ada dalam 

pemerintahan memiliki suatu aturan yang tersusun dan terorganisir dengan baik. 

Dalam pemerintahan denganaadanya sistem pengendalianddapat 

mempengaruhippengambilan keputusan internal, pemerintahddesa 

dapatbberimplikasi padaaakuntabilitas serta transparansippemerintah desa 

(Mualifu dkk, 2019). Penelitiankyang dilakukanholeh Atiningsih dan Ningtyas 

(2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan dkk (2020) yanghmenyatakan 

bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruhkterhadap akuntabilitas 

pengelolaangdana desa. Hal tersebut disebabkanokarena kurangnya jumlah tim 

pengendaliankinternal dalam lingkup pemerintah desa. 

Faktorrkeempat yanggmempengaruhiaakuntabilitas pengelolaan dana desa 

adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh 

mana tujuanganggaran di tetapkan secara jelas dan spesifikhdengan tujuan 

anggaran dapatmdimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atashpencapaian 

anggaran tersebut (Kenis, 1979) dalam (Bangun, 2009).  Dengan mempunyai 

sasaran yang jelas akan mempermudahuuntuk 

mempertanggungjawabkannkeberhasilan maupun kegagalan penerapan 

tugassorganisasi dalamrrangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan mengakibatkan 
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pelaksanaan anggaran menjadi kacau, tidak tenang serta tidakppuas dalam 

bekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) menyatakan 

bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positifkterhadap akuntabilitas 

pengelolaankdana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi dan Erlinawati (2020) bahwa kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruhlpositif terhadap;akuntabilitas pengelolaanjdana desa. 

Faktor kelima yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 

yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang 

baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam 

keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi 

juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik disengaja maupun tidak 

disengaja (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Penelitian yangkdilakukan oleh Aulia 

(2018) menyatakankbahwa pemanfatan teknologikinformasi berpengaruhgpositif 

terhadapgakuntabilitas pengelolaanhdana desa. Hasilkpenelitian tersebut berbeda 

dengankpenelitian yanghdilakukan oleh Pahlawan dkk (2020) yangkmenyatakan 

bahwa pemanfatan teknologi informasi tidakjberpengaruh terhadaplakuntabilitas 

pengelolaanvdana desa. 

Beberapaapenelitian terdahuluumenunjukkan hasilyyang berbeda-beda, 

sehingga peneliti perlu melakukan .penelitian kembali tentangaakuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Penelitianiini merupakannreplikasi dari penelitian  

(Atiningsih dan Ningtyas, 2019). Perbedaan pertama penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu: objek penelitian (Atiningsih dan Ningtyas, 2019) 
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dilakukan di Kabupaten Boyolali Pada tahun 2019 sedangkan penelitian ini 

dilakukan di Kabupaten Pati Pada Tahun 2020. Perbedaan yang kedua, 

penambahan dua variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran dan 

pemanfaatan teknologi. Kejelasan sasaranmanggaran merupakan sejauhkmana 

tujuanhanggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar tujuan anggaran bisa 

dipahami oleh orang yanghbertanggungjawab atas pencapaian anggaranhtersebut. 

Alasan menambah variabel kejelasan sasaran anggaran yaitu agar mempermudah 

untuk mempertanggungjawabkannkeberhasilan .atau kegagalanppelaksanaan 

tugassorganisasi dalamrrangka untuk mencapaiitujuan dan sasaran yangltelah 

ditetapkan sebelumnya sehingga pengelolaan danakdesa semakin akuntabel. 

Ketidak jelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran 

menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (Putra,2013). 

Variabel kedua yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu pemanfaatan 

teknologi informasi. Alasan penambahan variabel pemanfaatan teknologi 

informasi yaitu karena dengan memanfaatkan komputer untuk alatbbantu kerja 

dalampproses penyusunannlaporan keuanganppemerintah desa, aparaturrdesa bisa 

menginput.data lebih cepatddaripada dengan caraamanual. Pemanfaatan komputer 

ini memiliki kelebihan dalamkkeakuratan dan ketepatannhasil operasi data 

sehinggaaakan mengurangikkesalahan yang telah terjadi. Penjelasan tersebut juga 

didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti dan Yudianto, 2017) yang 

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Berdasarkan.uraian diatas, peneliti.melakukanppenelitian dengan judul : 
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“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi 

Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran 

Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Pati). 

1.2 Ruang Lingkup  

Setiapopenelitian menyampaikan batasan pada ruangolingkup suatu 

persoalan tertentu yang berkaitan denganktujuan yang diharapkan. Besarnya 

faktor yanghmempengaruhi akuntabilitaskpengelolaan dana desa, maka peneliti 

perlu membatasi ruang lingkup agar lebih terarah sehingga tidak melenceng dari 

tujuan yang diharapkan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Objek pada penelitian ini dilakukan di desa yang ada di Kabupaten Pati. 

2. Dalamppenelitian ini menggunakanddata primer berupakkuesioner yang 

diberikannlangsung kepada perangkat desa di Kabupaten Pati. 

3. Variabelppenelitianyyang mempengaruhiaakuntabilitasspengelolaan  dana 

desa dibatasippada variabel independennkompetensi aparatur pengelola 

danaadesa, partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran dan 

pemanfaatan teknologi infromasi. 

1.3 Perumusan Masalah 

Dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dana desa, dengan adanya 

peningkatan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa mengakibatkan 

beragam persoalan yang terjadi di desa Kabupaten Pati. Salah satunya yaitu 

terjadinya korupsi dana desa karena terbatasnya aparatur desa yang kompeten dan 

handal dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang yang telah 
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diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh tehadap 

akuntabilitasppengelolaanndana desa?  

2. Apakahhpartisipasi masyarakat berpengaruhhterhadap akuntabilitas 

pengelolaanddana desa?  

3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruhhterhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

4. Apakahhkejelasan sasaran anggaran berpengaruhhterhadap akuntabilitas 

pengelolaanddana desa?  

5. Apakahhpemanfaatan teknologi informasi berpengaruhhterhadap akuntabilitas 

pengelolaanndana desa?   

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarbbelakang, ruang.lingkupldan rumusan.masalahlyang 

telah diuraikan diatas, maka tujuangyang ingin dicapai peneliti dalamppenelitian 

ini adalah sebagaiiberikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisisppengaruh kompetensi aparatur pengelola 

dana desa terhadapaakuntabilitas pengelolaanndana desa. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisisppengaruh partisipasi masyarakat 

terhadapaakuntabilitas pengelolaanndana desa. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisisppengaruh sistem pengendalian internal 

terhadapaakuntabilitas pengelolaanndana desa. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisisppengaruh kejelasan sasaran anggaran 

terhadapaakuntabilitas pengelolaanndana desa. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisisppengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi terhadapaakuntabilitas pengelolaanndana desa. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Hasilddari penelitiannini diharapkanndapat memberikan manfaat dari 

berbagai pihak diantaranya sebagaibberikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Penelitiannini diharapkan bisa memperbanyak wawasan, pengetahuan 

serta informasi yang berhubungan dengannpengaruh kompetensi 

aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, sistem 

pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan 

teknologi informasi terhadapaakuntabilitas pengelolaanndana desa. 

b. Penelitian iniddiharapkan dapat dijadikan sebagai bahanrreferensi dan 

petunjuk bagi penelitisselanjutnya pada aspek akuntabilitas pengelolaan 

danaadesa. 

c. Penelitiannini diharapkan dapat menguatkan penelitian-

penelitianosebelumnya berkenaan dengan akuntabilitasppengelolaan 

danaadesa. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Untuk lembaga pemerintahan diharapkanddapat digunakan sebagai 

pengarahan guna menunjang kompetensi aparatur pengelola dana desa, 

partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran 
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anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi pada pengelolaan dana 

desa sehingga dapat akuntabel 

b. Bagi masyarakat diharapakan bisa memberi informasi agar masyarakat 

memahami akuntabilitas dana desa yang dilakukan oleh pemerintah 

desa.  

c. Bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan untuk rekomendasi guna 

mengembangkanppenelitian yang berhubungan dengan 

akuntabilitasspengelolaan danaadesa. 

 

 


